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VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN 

INDONESIA  

 

VISI 

“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia 

pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitilian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan 

nilai-nilai kristiani dan pancasila.” 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.  

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku 

yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.  

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawsan nasional dan 

internasional.  

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.  

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum.  

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat 

meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan 

rakyat Indonesia.  

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi 

penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun 
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Ketatanegaraan Indonesia 
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: Rangka Jabatan, Pemerintahan Baik, 

Administrasi Negara 

:  

Praktik rangkap jabatan pejabat negara pada sistem admistrasi negara indonesia 

merupakan suatu isu yang bukan saja baru dalam perjalanan negara indonesia. 

Dalam penyelenggaraan negara rangkap jabatan bertentangan dengan Asas 

Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mencerminkan nilai moral, etika, 

profesionalitas dan akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good 

Governance). Mengacu pada latar belakang tersebut, penelitian ini hendak 

merumuskan masalah. satu, Bagaimana ketentuan hukum dan mekanisme rangkap 

jabatan oleh pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan di indonesia ?. 

dua, bagaimana mekanisme pengawasan dan upaya hukum pencegahaan, guna 

mengatasi praktik rangkap jabatan menurut peraturan perundang-undangan di 

indonesia?.  

Dengan metode penelitian jenis yuridis normatif, dengan melakukan metode 

pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (stateapproach) dan 

pendekatan konseptual serta jenis dan sumber data penelitian bedasarkan bahan 

hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian disusun 

secara sistematis.  

Penelitian rangkap jabatan pada penerapannya bertentangan dengan kepastian 

hukum oleh karenananya penulis menyimpulkan bahawa praktik rangkap jabatan 

sangat merugikan pemerintahan di indonesia karena berkaitan dengan 

profesionalitas dan akuntabilitas pejabat negara itu sendiri. konflik kepentingan 
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